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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS TILANG ELEKTRONIK DAN KONTRIBUSINYA 

TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

ARINI WULANDARI 

 

 

Polisi lalu lintas adalah penegak hukum yang mengatur lalu lintas, menegakan 

peraturan lalu lintas dan memberi sanksi kepada pelanggar lalu lintas. Sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, pelaksanaan tilang dapat dilakukan secara elektronik (e-tilang) atau E-TLE 

yang menggunakan kamera CCTV sebagai pengawasnya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dan kontribusinya 

terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kota Bandar Lampung dan 

mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pelaksanaan tilang 

elektronik di Kota Bandar Lampung. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang 

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang menjadi kenyataannya di 

masyarakat atau terhadap keadaan sebenar-benarnya. Data yang digunakan adalah 

data primer dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi 

kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara 

pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyusunan data. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan: 1) Pelaksanaan E-TLE dapat menekan angka 

pungli oleh oknum kepolisian yang merusak citra polri yang merugikan penerimaan 

negara, namun karena beberapa hambatan maka pelaksanaan E-TLE di Kota Bandar 

Lampung kurang efektif. 2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan 

tilang elektronik di kota Bandar Lampung terdiri dari faktor penegak hukum yang 

kurang melakukan sosialisasi terkait E-TLE, faktor sarana dan prasarana dari segi 

kualitas dan kuantitas kamera E-TLE, dan faktor masyarakat dan kebudayaan dalam 

tertib hukum. 

 

Kata Kunci: CCTV, E-TLE, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC TICKETING AND ITS 

CONTRIBUTION TO NON-TAX STATE REVENUE 

IN BANDAR LAMPUNG CITY 

 

 

By 

 

ARINI WULANDARI 

 

Traffic police are law enforcers who regulate traffic, enforce traffic regulations and 

sanction traffic violators. In accordance with Law Number 22 of 2009 concerning 

Road Traffic and Transportation, the implementation of traffic tickets can be done 

electronically (e-tickets) or E-TLE which uses CCTV cameras as supervisors. This 

study aims to determine the effectiveness of the implementation of electronic tickets 

and their contribution to Non-Tax State Revenue in Bandar Lampung City and to 

find out what factors hinder the implementation of electronic tickets in Bandar 

Lampung City. 

 

This research uses empirical juridical legal research methods that examine the 

applicable legal provisions and what is the reality in society or the actual situation. 

The data used are primary data and secondary data and data collection using 

literature study, interviews and documentation. Data processing is done by 

collecting data, checking data and compiling data. 

 

The results of this study show: 1) The implementation of E-TLE can reduce the 

number of extortion by unscrupulous police who damage the image of the police 

which is detrimental to state revenue, but due to several obstacles, the 

implementation of E-TLE in Bandar Lampung City is less effective. 2) Factors that 

become obstacles to the implementation of electronic ticketing in Bandar Lampung 

city consist of law enforcement factors that lack socialization related to E-TLE, 

facilities and infrastructure factors in terms of quality and quantity of E-TLE 

cameras, and community and cultural factors in law order. 

 

Keywords: CCTV, E-TLE, Road Traffic and Transportation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Berkendara adalah rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari baik dengan tujuan bekerja, bersekolah atau tujuan lainnya. Lalu lintas 

dan Angkutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan 

integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum 

sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.1Di Indonesia masih 

banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi 

dibandingkan transportasi umum karena faktor efektivitas waktu, kenyamanan, 

dan mobilitas yang tinggi. 

 

Rendahnya kesadaran berkendara yang aman dan kesadaran hukum tentang lalu 

lintas dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan 

sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengurangi 

tingkat pelanggaran lalu lintas. Aturan berkendara di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

Pelanggaran dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan 

aturan hukum, maka pelanggaran lalu lintas dapat didefinisikan sebagai perbuatan 

 

1 Fauzia Rahawarin. Implementasi Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan di Kota Ambon. ( Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2017). Hlm 27. 
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seseorang baik dengan mengemudikan kendaraan maupun berjalan kaki. 

Pelanggar lalu lintas mencakup dari berbagai kalangan baik kalangan anak-anak 

maupun orang dewasa. Beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi 

adalah berkendara tanpa surat izin mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm 

dan berboncengan lebih dari dua orang. Pelanggar lalu lintas tidak hanya orang- 

orang yang tidak berpendidikan atau buta hukum, tetapi dapat pula berasal dari 

orang berpendidikan yang paham akan aturan hukum. 

 

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Polri 

merupakan salah satu bagian urusan pemerintah absolut bidang keamanan yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, memberikan perlindungan, pengayoam serta pelayanan kepada 

masyarakat. Polri merupakan alat bagi negara dalam hal penegakan peraturan lalu 

lintas dalam rangka memelihara keamanan dalam negri. Keberadaan polisi lalu 

lintas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berkendara 

dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Setiap orang baik 

masyarakat maupun penegak hukum memiliki kewajiban menciptakan ketertiban 

tersebut dengan mematuhi aturan berlalu lintas. Tertib dalam berlalu lintas 

merupakan suatu bentuk sikap menghormati hak individu lain, dalam hal ini hak-

hak pengguna jalan. 

 

Pihak kepolisian akan memberikan sanksi berupa Bukti Pelanggaran Lalu Lintas 

(Tilang) kepada pelanggar lalu lintas. Seiring berkembangnya zaman, sesuai 

dengan Undang-undang LLAJ, pelaksanaan tilang dapat dilakukan secara 

elektronik (e-tilang) atau E-TLE yang menggunakan kamera CCTV (Closed 

Circuit Television) sebagai pengawasnya. Tilang elektronik bekerja dengan cara 

mendeteksi dan menganalisis jenis pelanggaran dan kendaraan yang melanggar 

lalu lintas yang tertangkap kamera CCTV. 

 

Hal ini merupakan instruksi polri sebagaimana termuat dalam surat telegram Nomor: 

ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 yang secara resmi telah ditandatangani pada 18 

Oktober 2022 oleh Kapolri, Irjen Firman Shantyabudi. Poin kelima dalam 

instruksi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan penindakan tilang terhadap 

https://www.medcom.id/tag/4475/sistem-tilang-elektronik
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pelanggar hanya dilakukan melalui tilang elektronik.2 Salah satu kelebihan tilang 

elektronik dibanding tilang manual adalah mengurangi tingkat korupsi berupa 

pungutan liar (pungli) oleh penegak hukum dan mempermudah pelanggar lalu 

lintas dalam menjalankan sanksi tilang karena tidak perlu bersidang. 

 

Pihak lain yang memiliki kewenanangan dalam hal tilang terhadap pelanggaran lalu 

lintas adalah kejaksaan yang memiliki wewenang sebagai eksekutor. Kewenangan 

yang dimiliki oleh kejaksaan selain sebagai eksekutor adalah sebagai penunutut 

umum dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan kejaksaan dalam 

melaksanakan eksekusi terhadap denda tilang merupakan salah satu bentuk pelayanan 

publik dengan melayani berupa pengadministrasian bagi pelanggar lalu lintas yang 

ditilang oleh kepolisian untuk mengambil barang bukti dan denda tilang yang telah 

memperoleh putusan pengadilan. 

 

Pembayaran denda yang menjadi sanksi bagi pelanggar lalu lintas merupakan salah 

satu bentuk penerimaan bagi negara yang berlaku di Kejaksaan yang telah diatur 

dalam PP Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara 

Bukan Pajak. 

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu jenis penerimaan negara selain 

perpajakan yang memberi sumbangsih yang cukup besar terhadap 

penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). 

Berdasarkan data yang didapat dari Portal Data APBN pada 2019 Penerimaan 

Negara Bukan Pajak menyumbang 20,9% pada penyelenggaraan APBN.3 

Terbaru, Pendapatan Negra yang diperoleh dari PNBP Tahun 2023 mencapai 

142,7 T pada Maret 2023.4 

 
 

 

 

 

2Medcom.id, Lampung Akan Berlakukan Tilang Manual Lagi, 

https://www.medcom.id/nasional/daerah/Obzm1M1N-lampung-akan-berlakukan-lagi-tilang- 
manual. (Diakses pada Juni 7, 2023). 
3 https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id (Diakses Mei 20, 2023). 
4 https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan- 
Negara-Tunjukan-Tren-Positif (Diakses Juni 6, 2023). 

https://www.medcom.id/nasional/daerah/Obzm1M1N-lampung-akan-berlakukan-lagi-tilang-manual
https://www.medcom.id/nasional/daerah/Obzm1M1N-lampung-akan-berlakukan-lagi-tilang-manual
https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id
https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Tunjukan-Tren-Positif
https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Tunjukan-Tren-Positif
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Dengan demikian praktik pungutan liar yang kerap terjadi dalam pelaksanaan 

tilang manual akan merugikan negara karena pungutan liar tidak memiliki dasar 

hukum dan hasilnya akan masuk ke kantong pribadi bukan ke kas negara. Dengan 

demikian, akan terdapat perbandingan antara pelaksanaan tilang manual dan tilang 

elektronik terhadap penerimaan negara bukan pajak. 

 

Salah satu hal yang menjadi permasalahan dari pelaksanaan tilang elektronik 

adalah pelanggar lalu lintas yang tidak melakukan pembayaran denda pelanggaran 

lalu lintas sehingga melonggokan berkas perkara yang belum dilakukan eksekusi 

oleh kejaksaan padahal telah memperoleh putusan pengadilan. Faktor yang dapat 

menyebabkan pelanggar lalu lintas abai terhadap pembayaran denda pelanggaran 

lalu lintas adalah anggapan bahwa denda tersebut dapat dibayarkan kapanpun dan 

tidak ada pemikiran akan pentingnya membayar denda pelanggaran lalu lintas 

serta aktivitas yang padat menjadi alasan pelanggar untuk tidak hadir 

dipersidangan. 

 

Pelaksanaan tilang dengan sistem elektronik di Kota Bandar Lampung dapat 

dikatakan sebagai hal yang baru bagi masyarakat yang mengendarakan kendaraan 

bermotor. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung menjalankan tilang elektronik 

pertama kali sejak 23 Maret 2021. Tercatat 250 pelanggar lalu lintas yang terekam 

E-TLE di Kota Bandar Lampung dimana pengendara yang tertangkap kamera 

ETLE meningkat sekitar 50 persen semenjak dilakukannya tilang elektronik.5 

 

Terhitung sejak 16 Mei 2023, Polri mengeluarkan instruksi terbaru yang 

memperbolehkan pelaksanaan tilang secara manual oleh petugas kepolisian yang 

dituangkan dalam Surat Telegram Nomor ST/380/IV/HK.6.2/2023.6 

 
 

 

 

5 Andrius Martogi Pinem, ETLE Mobile Rekam 250 Pelanggar Lalu Lintas per Hari di Bandar 

Lampung, kupastuntas.co, Januari 30,2023, https://kupastuntas.co/2023/01/30/etle-mobile-rekam- 

250-pelanggar-lalu-lintas-per-hari-di-bandar-lampung. (Diakses Juni 7, 2023) 
6 Kumparan.com, Tilang Manual di Lampung Berlaku Lagi, Ini Sasarannya Utama dan Dendanya. 

https://kumparan.com/lampunggeh/tilang-manual-di-lampung-berlaku-lagi-ini-sasaran-utama- 

dan-dendanya-20PLEh95ziQ/full. (Diakses Juni 7, 2023) 

https://kupastuntas.co/2023/01/30/etle-mobile-rekam-250-pelanggar-lalu-lintas-per-hari-di-bandar-lampung
https://kupastuntas.co/2023/01/30/etle-mobile-rekam-250-pelanggar-lalu-lintas-per-hari-di-bandar-lampung
https://kumparan.com/lampunggeh/tilang-manual-di-lampung-berlaku-lagi-ini-sasaran-utama-dan-dendanya-20PLEh95ziQ/full
https://kumparan.com/lampunggeh/tilang-manual-di-lampung-berlaku-lagi-ini-sasaran-utama-dan-dendanya-20PLEh95ziQ/full
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Berdasarkan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini, maka 

peneliti tertarik menulis penelitian yang berjudul “Efektivitas Tilang Elektronik 

dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dan kontribusinya 

terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kota Bandar Lampung? 

b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pelaksanaan tilang 

elektronik di Kota Bandar Lampung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mengetahui efektivitas tilang elektronik terhadap Penerimaan 

Negara Bukan Pajak di Kota Bandar Lampung 

b. Untuk mengetahui hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tilang 

elektronik di Kota Bandar Lampung. 

 

1.4. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait 

pelayanan administrasi negara di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

 

1.4.2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan 

bagi masyarakat mengenai efektivitas tilang elektronik dan kontribusinya 

terhadap penerimaan negara bukan pajak. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan 

bagi masyarakat mengenai hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

tilang elektronik di Kota Bandar Lampung. 

c. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana hukum 

di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kebijakan 

 

2.1.1. Pengertian Kebijakan 

Kelbijakan melrulpakan selrangkaian program, kelpultulsan, aktivitas maulpuln sikap 

ulntulk belrtindak ataul tidak belrtindak yang dilakulkan pihak telrtelntul ulntulk 

melnyellelsaikan selsulatul. Kelbijakan pulblik adalah kelbijakan pelmelrintah yang 

belrtuljulan melnseljahtelrahkan masyarakat yang diwuljuldkan delngan belntulk 

pelratulran, pelrulndang-ulndangan dan selbagainya.7 Kelbijakan pulblik haruls didasari 

olelh hulkulm selbagaimana diatulr olelh Pasal 1 ayat (3) UlUlD NRI bahwa Indonelsia 

melrulpakan nelgara hulkulm. 

 

Kelbijakan melrulpakan selbulah rangkaian konselp dan asas yang melnjadi garis belsar 

dan melnjadi dasar relncana dalam pellaksanaan sulatul pelkelrjaan kelpelmimpinan dan 

cara belrtindak (telntang pelmelrintahan, organisasi dan selbagainya), pelrnyataan cita- 

cita, tuljulan prinsip ataul maksuld selbagai garis peldoman ulntulk manaje lmeln dalam 

ulsaha melncapai sasaran.8 

 

Kelbijakan dalam praktik melmilik dula arti, yaitul:9 

a. Kelbijakan dalam arti kelbelbasan 

Kelbijakan yang telrdapat pada sulatul sulbjelk ataul yang disamakan delngan sulbje lk 

ulntulk melmiliki altelrnatif yang ditelrima selbagai yang telrbaik belrdasarkan nilai- 

nilai hidulp belrsama ataul nelgara telrtelntul dalam pelnggulnaan kelkulasaan yang 

 

7 Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A, Konselp ulmulm pellaksanaan kelbijakan pulblik, 11(1), Julrnal 

Pulblik: Julrnal Ilmiah Bidang Ilmul Administrasi Nelgara, (2017), hlm 3. 
8 Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia 
9 Willy D.S Voll. Dasar-Dasar Ilmul Hulkulm Administrasi Nelgara. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 

Hlm. 140. 
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telrdapat pada sulbjelk telrtelntul ulntulk melnye llelsaikakn masalah dalam hulbulngan 

kelhidulpan belrnelgara. 

b. Kelbijakan dalam arti jalan kellular 

Kelbijakan ulntulk melngatasi pelrmasalahan warga nelgara selbagai hasil 

pelnggulnaan kelbelbasan melmilih yang ditelrima selbagai yang telrbaik 

belrdasarkan nilai kelhidulpan belrnelgara. 

 

Kelbijakan pelmelrintah adalah kelbijakan yang dituljulkan ulntulk pulblik dalam arti 

yang sellulas-lulasnya, yaitul nelgara dan masyarakat dalam tuljulan melncapai 

kelpelntingan ulmulm. Implelmelntasi kelbijakan adalah pellaksanaan kelbijakan dasar 

yang biasanya belrbelntulk ulndang-ulndang, namuln dapat pulla belrbelntulk pelrintah 

ataul kelpultulsan elkselkultif ataul badan pelradilan lain, kelpultulsan telrselbult melnelntulkan 

masalah yang ingin disellelsaikan, melnyelbultkan tuljulan ataul sasaran yang ingin ditulju l 

selcara telgas delngan belrbagai cara ulntulk melngatulr pelngimplelmelntasiannya10. 

 

Kelbijakan belrtuljulan melncapai tuljulan telrtelntul khulsulsnya melmellihara keltelrtiban 

ulmulm, mellancarkan pelrkelmbangan masyarakat dalam belrbagai hal selhingga 

diharapkan pelngimplelmelntasian kelbijakan ini selsulai delngan relncana ulntulk 

melmbelrikan dampak yang selsulai harapan. 

 

2.1.2. Jenis Kebijakan 

Jamels Andelrson melnjellaskan kelbijakan dikatelgorikan selbagai belrikult:11 

a. Kelbijakan sulbstantif dan kelbijakan proseldulral. 

Kelbijakan sulbstantif melrulpakan kelbijakan yang melnyangkult apa yang akan 

dilakulkan pelmelrintah, seldangkan kelbijakan proseldulral adalah cara agar 

kelbijakan sulbstantif telrselbult dapat dijalankan. 

b. Kelbijakan distribultif, kelbijakan relgullatori dan kelbijakann reldistribultif. 

Kelbijakan distribultif belrhulbulngan delngan distribulsi pellayanan ataul 

kelbelrmanfaatan pada masyarakat. Kelbijakan relgullatori ialah kelbijakan belrulpa 

pelmbatasan ataul pellarangan telrhadap pelrilakul masyarakat gulna melngatasi 

 

10 Gani, Y, Implelme lntasi Pelmbangulnan Zona Intelgritas dalam Pe llayanan Pulblik Polri, 13(2), 

Julrnal Ilmul Kelpolisian, (2019), hlm 141. 
11 Farid Wajdi dan Andryan. Hulkulm dan Kelbijakan Pulblik. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm. 6-7. 
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konflik, seldangkan kelbijakan reldistribultif melngatulr telrkait alokasi kelkayaan, 

pelndapatanm kelpelmilikan ataul hak diantara masyarakat. 

c. Kelbijakan matelril dan simbolis. 

Kelbijakan matelril melrulpakan kelbijakan yang melmbelrikan kelulntulngan sulmbe lr 

daya yang konkrelt pada kellompok yang dituljul, seldangkan kelbijakan simbolis 

adalah kelbijakan yang melmbelrikan manfaat simbolis pada sasaran yang dituljul. 

d. Kelbijakan yang belrhulbulngan delngan barang ulmulm (pulblic goods) dan barang 

privat (privat goods). 

Kelbijakan pulblic goods adalah kelbijakan yang belrtuljulan melngatulr pelmbelrian 

barang aray pellayanan pulblic, seldangkan kelbijakan privat goods melngatulr 

telntang pelnyeldiaan barang ataul pellayanan ulntulk pasar belbas. 

 

2.2. Efektivitas 

Hulkulm dapat diartikan elfelktif apabila pellaksanaan hulkulm selsulai delngan tulju lan 

yang akan dicapai. E lfelktivitas hulkulm didelfinisikan olelh Soelrjono Soelkanto sulatul 

asas yang melnjadi peldoman telrkait tindakan ataul pelrilakul yang belnar dan selsulai. 

Ulntulk itul dipelrlulkan sulatul ulsaha gulna melncapai tuljulan yang diharapkan, salah 

satulnya pelngadaan sanksi telrhadap pellanggaran hulkulm.12 

 

Telori elfelktivitas dijabarkan olelh Soelrjono Soelkonto melmiliki 5 faktor pelnelntul 

yang melnelntulkan elfelktif tidaknya hulkulm telrselbult, antara lain: 

a. Faktor hulkulm 

b. Faktor pelnelgak hulkulm 

c. Sarana dan prasarana 

d. Masyarakat 

e. Kelbuldayaan. 

Selbagai ahli hulkulm, Ali Achmad tulrult melmbelrikan pelmikirannya telntang 

elfelktivitas hulkulm. Ali melngelmulkakan bahwa pellaksanaan pelnelgakan hulku lm 

belrjalan delngan lancelr dan elfelktif apabila:13 

 

12 Sirelgar, N. F, Elfelktivitas Hulkulm, 18(2), Al-Razi: Julrnal Ilmul Pelngeltahulan dan Kelmasyarakatan, 

(2018), hlm 7 
13 HS Salim dan Elrliels Selptiana Nulrbani, Pelnelrapan Telori Hulkulm Pada Pelne llitian Telsis Dan Diselrtasi 
(Jakarta: Raja Grafindo Pelrsada, 2013) hlm. 308. 
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a. Rulmulsan isi sulbstansi kelbijakan yang jellas agar melmuldahkan pihak yang 

melnjadi sasaran hulkulm. 

b. Ulndang-ulndang selmelstinya belrsifat mellarang, bulkan melngharulskan. 

c. Diadakannya sosialisasi yang maksimal telrhadap piihak yang melnjadi 

sasaran hulkulm. 

d. Kelbijakan atulran hulkulm yang rellelvan bagi sasaran hulkulm. 

e. Sanksi yang seltara selsulai delngan ulndang-ulndang. Sanksi haruls selsulai 

delngan tuljulan yang ingin dicapai delngan belrat ancaman yang selimbang dan 

melmulngkinkan ulntulk ditelrapkan. 

 

Clarelncel J.D melmaparkan hal-hal yang melnjadi pelnulnjang elfelktivitas hulkulm 

antara lain:14 

a. Sulbstansi dari hulkulm telrselbult muldah dipahami. 

b. Adanya partisipasi antar aparat dan masyarakat. 

c. Tingkat pelngeltahulan hulkulm masyarakat. 

d. Pelnyellelsaian selngkelta yang muldah bagi masyarakat. 

e. Pandangan bahwa sulbstansi hulkulm telrselbult elfelktif. 

 

Belrdasarkan faktor-faktor yang dipaparkan olelh para ahli diatas, dapat disimpullkan 

bahwa elfelktif tidaknya sulatul hulkulm dipelngarulhi olelh hulkulm itul selndiri. Sanksi 

yang dibelrikan olelh ulndang-ulndang melmiliki rellelvansi delngan elfelktifnya hulku lm 

telrselbult. Kelikultselrtaan pihak yang melmiliki pelrmasalahan ikult melmbelrikan 

pelngarulh dalam kelelfelktivan sulatul hulkulm. 

 

2.3. Kewenangan 

 

2.3.1. Pengertian dan Sumber Kewenangan 

Istilah kelwelnangan didasari olelh kata welwelnang yang belrarti hal belrwelnang, hak 

dan kelkulasaan yang dimiliki ulntulk mellakulkan sulatul hal. Atelng Syafruldin sellaku l 

pakar ilmul hulkulm melmbelrikan delfinisi yang belrbelda melngelnai kelwelnangan dan 

welwelnang. Ia melngartikan kelwelnangan adalah selsulatul yang diselbult kelkulasaan 

 

14 Clarelncel J Dias, Relselarch on Lelgal Selrvicels and Povelrty: Its Rellelvancel to thel Delsign of Lelgal 
Selrvicels Programs in Delvelloping Coulntriels (London: Wash. UlLQ, 1975) hlm. 150. 
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formal ataul dibelrikan olelh ulndang-ulndang. Seldangkan welwelnang hanya 

melrulpakan sulatul bagian dari kelwelnangan itul.15 

 

Prajuldi Atmosuldirdjo melmbelrikan pelngelrtian kelwelnangan selbagai hal-hal yang 

melruljulk pada kelkulasaan formal yang dibelrikan olelh dari ulndang-ulndang yang 

belrasal dari kelkulasaan lelgislatif.16 

 

Kelwelnangan melrulpakan salah satul ulnsulr yang melmiliki pelngarulh pelnting dalam 

Hulkulm Administrasi Nelgara, dimana pelmelrintah dapat mellaksanakan 

kelwajibannya belrdasarkan kelwelnangan yang dimiliki. 

 

Kelwelnangan haruls didasari olelh landasan hulkulm, selhingga kelwelnangan telrselbult 

melrulpakan kelwelnangan yang sah. Dalam Hulkulm Administrasi Nelgara dikelnal 

istilah “Dat helt belstululr aan del we lt is ondelrworpeln” yang belrmakna pelmelrintah 

tulndulk kelpada ulndang-ulndang. Istilah telrselbult belrkelnaan delngan prinsip pelnting 

dalam pelnyellelnggaraan pelmelrintahan di nelgara hulkulm, yaitul asas lelgalitas.17 

Selbagai sulatul belntulk pelngeljawantahan dari aspirasi rakyat, pelmelrintah hanya 

belrhak mellaksanakan sulatul pelrbulatan hulkulm apabila didasari olelh ulndang-ulndang 

ataul melmiliki lelgalitas18. Ulndang-ulndang melmbagi sulmbelr dan cara melmpelrole lh 

kelwelnangan melnjadi tiga, yaitul: 

a. Atribulsi 

Atribulsi melrulpakan sulatul kelwelnangan yang dibelrikan selcara langsulng ole lh 

ulndang-ulndang. Indroharto melnyatakan atribulsi melrulpakan sulatul pelmbelrian 

welwelnang kelpada pelmelrintah olelh sulatul keltelntulan ulndang-ulndang.19 

b. Dellelgasi 

Dellelgasi melrulpakan pelnye lrahan ataul pellimpahan welwelnang dari badan 

ataulpuln peljabat pelmelrintahan kelpada  badan ataul peljabat lain. Badan ataul 

 

 

15  Atelng  Syafruldin,  “Melnuljul  Pelnyellelnggaraan  Pelmelrintahan  Nelgara  yang  Belrsih dan 

Belrtanggulngjawab”, Julrnal Pro Julstisia Eldisi IV, Ulnivelrsitas Parahyangan, Bandulng, (2000). 

hlm.22 
16 A, Prajuldi. Hulkulm Administrasi Nelgara. (Jakarta: Ghalia Indonelsia, 1988). hlm 76. 
17 HR, Ridwan. Hulkulm Administrasi Nelgara. Jakarta: Rajawali Prels, 2018). Hlm 91. 
18 Ibid, 95. 
19 Ibid, 101. 
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peljabat yang melnelrima dellelgasi belrtanggulngjawab kelpada badan ataul peljabat 

yang melndellelgasikan welwelnangnya. Dalam dellelgasi hanya telrjadi pellimpahan 

welwelnang antar peljabat dan tidak melnciptakan welwelnang barul

20.Tanggulng 

jawab dalam hal dellelgasi belrada pada pihak yang melnelrima pellimpahan 

welwelnang, maka hal ini belrarti pihak yang melmbelrikan welwelnang lelpas dari 

pelrtanggulngjawaban hulkulm. 21 

Pelmahaman melngelnai sulmbelr dan cara melmpelrolelh welwelnangan melrulpakan 

hal yang sangat elselnsial dalam Hulkulm Adminstrasi Nelgara dikarelnakan hal ini 

belrhulbulngan delngan pelrtanggulngjawaban dalam hal pelnggulnaan welwelnang.22 

c. Mandat 

Mandat adalah pellimpahan ataul pelnyelrahan welwelnang, namuln pelmelgang 

tanggulngjawab teltap belrada pada pelmbelri mandat.23 

 

2.4. Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum 

 

2.4.1. Penegakan Hukum 

Pelnelgakan hulkulm dapat didelfinisikan selbagai pelnyellelnggaraan hulkulm olelh aparat 

pelnelgak hulkulm dan selmula yang belrwelnang selsulai kelwelnangan yang dimiliki 

melnulrult atulran yang ada. 

 

Soelrjono Soelkanto melndelfinisikan pelnelgakan hulkulm selbagai sulatul kelgiatan 

pelnyelrasian hulbulngan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah kaidah yang 

mantap dan sikap yang melnjadi rangkaian pelnjabaran nilai tahap telrakhir. 

Pelnelgakan hulkulm belrpelran ulntulk melnciptakan dan melme llihara selrta 

melmpelrtahankan keltelntraman dan keldamaian dalam pelrgaullan kelhidulpan di 

masyarakat.24 

 

 
 

 

 

 

20 Ibid, 103. 
21 Ibid, 104. 
22 Ibid 105. 
23 Gandara, M, “Kelwe lnangan Atribulsi, Dellelgasi dan Mandat”. 2(3) , Khazanah Hulkulm, (2020), 94 
24 Soelrjono Soelkanto. Faktor-faktor Yang Melmpe lngarulhi Pelne lgakan Hulkulm. (Jakarta: UlI Prels, 

1983), hlm 35. 
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Frasa kaidah mantap dapat diartikan selbagai atulran-atulran hulkulm yang selcara lelgal 

tellah diteltapkan selhingga melmiliki kelkulatan yang melngikat selbagai peldoman 

telntang hal-hal apa saja yang belnar dan salah. 

“Sikap yang melnjadi rangkaian pelnjabaran nilai tahap telrakhir” melruljulk pada 

pelngimplelmelntasian hulkulm dalam sikap yang nyata. Implelmelntasi ini telrcelrmin 

dalam tindakan orang pribadi maulpuln badan ataul lelmbaga yang melmiliki tanggulng 

jawab dalam pelnelgakan hulkulm. 

 

Prof. Jimly Asshidiqulel tulrult melmbelrikan pelmahamannya telrkait pelnelgakan 

hulkulm. Ia melndelfinisikan pelnelgakan hulkulm selbagai sulatul prosels dalam 

pelngulpayaan telgak ataul belrfulngsi nya norma hulkulm selbagai pandulan bagi 

belrpelrilakul yang belrhulbulngan delngan hulkulm dalam belrkelhidulpan dimasyarakat.25 

Dalam pelnelgakan hulkulm telrdapat belbelrapa ulnsulr yang haruls dicelrmati 

selbagaimana dije llaskan olelh Suldikno Melrtokulsulmo dan A. Pitlo, antara lain:26 

a. Kelpastian hulkulm 

Hulkulm haruls belrsifat jellas, muldah dipahami, dan melmbe lrikan aksels kelpada 

selmula orang. Kelpastian hulkulm adalah sulatul belntulk pelrlindulngan bagi 

masyarakat telrhadap tindakan pelnyellelwelngan yang mulngkin dilakulkan olelh 

pelnelgak hulkulm. Kelpastian hulkulm melnginginkan pellaksanaan prinsip “flat 

Julstitia elt pelrelat mulnduls” yang ditelrjelmahkan “melskipuln dulnia akan rulntulh, 

hulkulm haruls ditelgakkan. 

b. Manfaat 

Hulkulm haruls melmiliki manfaat ulntulk kelpelntingan masyarakat. Masyarakat 

melnginginkan adanya manfaat dari pelngimplikasian hulkulm. 

c. Keladilan 

Hal lain yang haruls dipelrhatikan dalam pelnelgakan hulkulm adalah keladilan, 

namuln hulkulm tidak haruls sellalul diidelntikan delngan keladilan, karelna hulku lm 

belrsifat melngikat selmula orang dan melnyamaratakan. Dalam pelnelgakan 

hulkulm, selmula orang belrhak melmiliki aksels yang adil dan seltara telrhadap 

sistelm pelradilan. 

 

25 Jimly Ashidiqulel, Pelnelgakan Hulkulm, http://www.solulsihulkulm.com/artikell/artikell49.php. 
(Diaksels pada Julni 7, 2023). 
26 Suldikno Melrtokulsulmo. Melnge lnal Hulkulm. (Yogyakarta: Libelrty Yogyakarta, 1999). hlm 145. 

http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php
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Prosels pelnelgakan hulkulm antara lain: 

a. Prosels pelmbulatan hulkulm. 

Pelmbulatan hulkulm dilakulkan olelh lelmbaga lelgislatif sulatul nelgara yang 

kelmuldian disahkan dan dibelrlakulkan di nelgara telrselbult. 

b. Pelnelgakan Hulkulm 

Pelnelgakan hulkulm selndiri dilakulkan olelh peltulgas ataul aparat pelnelgak hulku lm 

yang tellah dibelri kelwelnangannya masing-masing selbagaimana diatulr dalam 

ulndang-ulndang. 

c. Pelnyellidikan dan Pelnangkapan 

Pelnyellidikan adalah tindakan pelnelgak hulkulm dalam melngulmpullkan informasi 

dan fakta-fakta yang melnjadi bulkti sulatul pellanggaran hulkulm. Seltellah mellalu li 

prosels pelnyellidikan maka pellakul pellanggar hulkulm akan ditangkap dan 

dilanjultkan kel prosels pelngadilan. 

d. Pelngadilan 

Pada tahap ini, hakim selbagai pelnelgak hulkulm akan melmelriksa dan melmultu ls 

telrkait pellanggaran hulkulm selsulai informasi dan fakta-fakta yang ada. Hakim 

wajib melmultuls sulatul pelrkara delngan indelpelndeln ataul tidak dipelngarulhi ole lh 

pihak lain. 

e. Hulkulman 

Pellakul pellanggar hulkulm akan melnjalankan hulkulman selsulai kelpultulsan yang 

dipultuls olelh hakim. Hulkulman itul dapat belrulpa hulkulman delnda, pidana, 

bahkan hulkulman mati. 

 

Pelnelgakan hulkulm mellipulti pulla ulpaya-ulpaya pelncelgahan tindakan mellanggar 

hulkulm mellaluli Pelndidikan telntang hulkulm, kelsadaran hulkulm olelh masyarakat 

maulpuln pelnelgak hulkulm itul selndiri dan sosialisasi-sosialisasi telrkait hulkulm yang 

haruls dipatulhi kelpada masyarakat. 

 

Soelrjono Soelkanto melnjabarkan telrkait faktor yang melnghambat pelnelgakan 

hulkulm, yaitul dipelngarulhi olelh pelrulndang-ulndangan, dari pelnelgak hulkulm itu l 

selndiri, faktor sarana, masyarakat, dan kelbuldayaan.27 

 

27 Soelrjano Soelkanto, op.cit, 
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2.4.2. Kesadaran Hukum 

Hulgo Krabbel, selorang ahli hulkulm dan ilmulwan politik belrkelbangsaan Bellanda 

melndelfinisikan kelsadaran hulkulm selbagai nilai-nilai dalam diri manulsia telntang 

hulkulm yang ada ataul telntang hulkulm yang diharapkan kelbelradaannya.28 Kelsadaran 

hulkulm mellipulti kelsadaran ataul pelmahaman melngelnai hulkulm yang ada dan 

dibelrakulkan saat ini. Kelsadaran hulkulm me llipulti pulla kelinginan ataul harapan 

individul telrhadap hulkulm yang diharapkan belrlakul di masyarakat. Hal ini dapat 

belrulpa pelmbaharulan hulkulm dan pelrbaikan dalam belrbagai aspelk dalam hulkulm. 

 

Suldikno Melrtokulsulmo julga melmbelrikan pelmikirannya melngelnai kelsadaran 

hulkulm. Ia melnyatakan kelsadaran hulkulm adalah hal apa saja yang suldah selmelstinya 

kita lakulkan ataul pelrbulatan yang selmelstinya tidak bolelh kita lakulkan telrultama 

telrhadap individul lain. Dalam hal ini, diartikan pulla kelsadaran hulkulm belrarti 

kelwajiban kita telrhadap diri orang lain.29 

 

Delfinisi kelsadaran hulkulm yang dijellaskan olelh E lwick dan Silbely adalah melngacu l 

dan melnelkankan kel cara-cara dimana orang melmahami hulkulm dan institulsi hulku lm 

selrta pelmahaman telrselbult akan melmbelrikan makna kelpada pelngalam dan tindakan 

individul telrselbult.30 Pelmahaman akan pelntingnya kelsadaran hulkulm akan 

melmelngarulhi pola pikir dan tindakan individul agar selsulai delngan hulkulm yang 

belrlakul. 

 

Pelrsoalan dalam kelsadaran hulkulm adalah hulkulm selbagai pelrilakul, bulkan selbagai 

norma ataul asas.31 Kelsadaran hulkulm adalah pelrselpsi pribadi ataul kelsadaran diri 

telrhadap hulkulm selbagai tindakan, tidah hanya selbatas norma ataul atulran yang 

belrlakul. Kelsadaran hulkulm tidak hanya bagaimana melmahami hulkulm, akan teltapi 

bagaimana melngimplelmelntasikan atulran telrselbult dalam kelhidulpan belrmasyarakat. 

 

 

28 Achmad Ali dan Wiwiel Helryani. Melnjellajahi Kajian Elmpiris Telrhadap Hulkulm. (Jakarta: 
Kelncana, 2012). hlm 14. 
29Suldikno Melrtokulsulmo. Melningkatkan Kelsadaran Hulkulm Masyarakat. (Yogyakarta: Yogyakarta 
Libelrty, 1981). hlm 13. 
30 Achmad Ali. Melngulak Telori Hulkulm (Le lgal Thelory) dan Telori Pelradilan (Juldicial Prulde lncel) 

Te lrmasulk Intrelpelnsi Ulndang-Ulndang. (Bandulng: Kelncana,2010). hlm 510. 
31 Ibid, 511. 
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Adanya kelsadaran hulkulm dalam diri masyarakat, kelhidulpan akan lelbih telratulr, 

belrkeladilan, dan melningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelnelgakan hulku lm 

dan pelrlindulngan hak asasi manulsia. 

 

2.5. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

 

2.5.1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Pelnelrimaan nelgara adalah selgala yang masulk kel kas nelgara. Aspelk ultama dalam 

pelnelrimaan nelgara telrbagi melnjadi pelnelrimaan dari pelrpajakan, pelnelrimaan nelgara 

bulkan pajak dan hibah. Pelnelrimaan nelgara dapat belrasal dari dalam maulpuln lular 

nelgelri. Pelnelrimaan nelgara dalam nelgelri lelbih belrpotelnsial dibanding pelnelrimaan 

nelgara yang belrasal dari lular nelgelri. Pelnelrimaan nelgara dalam nelgelri dipelrolelh dari 

potelnsi nelgara yang digali. Pelnelrimaan nelgara dipelrgulnakan ulntulk melbiayai 

pelmbangulnan nelgara mellaluli Anggaran Pelndapatan Bellanja Nelgara (APBN), maka 

kulrangnya pelnelrimaan nelgara akan sangat belrpelngarulh telrhadap pelmbangulnan 

gulna melncapai kelseljahtelraan bagi rakyat dan kelmajulan nelgara. 

 

Ulndang-ulndang Nomor 9 Tahuln 2018 telntang Pelnelrimaan Nelgara Bulkan Pajak 

melrulmulskan delfinisi PNBP, yaitul pulngultan yang dibayar olelh orang pribadi atau l 

badan delngan melmpelrolelh manfaat langsulng maulpuln tidak langsulng atas layanan 

ataul pelmanfaatan sulmbelr daya alam dan hak yang dipelrolelh nelgara, belrdasarkan 

pelratulran pelrulndang-ulndangan, yang melnjadi pelnelrimaan Pelmelrintah Pulsat dilular 

Pelnelrimaan pelrpajakan dan hibah dan dikellola dalam melkanisme l anggaran 

pelndapatan dan bellanja nelgara. Delfinisi telrselbult melmbelri kelduldulkan pelnelrimaan 

nelgara bulkan pajak selbagai salah satul selktor pelnelrimaan nelgara dilular pelrpajakan 

yang melnfaatnya dapat dirasakan selcara langsulng ataulpuln tidak langsulng. 

 

Prof. Dr. H. M.Djafar Saidi, S.H., M.H. dalam bulkulnya yang belrjuldull Hulku lm 

Pelnelrimaan Nelgara Bulkan Pajak melndelfinisikan PNBP adalah selkulmpullan 

pelratulran telrtullis yang melngatulr bagaimana cara nelgara melmbelrikan pellayanan 
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dan pelmanfaatan sulmbelr daya alam selhingga melndapat imbalan selcara langsulng 

dari yang melmbultulhkan selrta dapat dipaksakan.32 

 

Dari delfinisi yang dibelrikan, Prof. Dr. H. M.Djafar Saidi, S.H., M.H. 

melnggambarkan PNBP yang belrfokuls pada pellayanan dan pelmanfaatan sulmbe lr 

daya alam. PNBP adalah pelnelrimaan yang pelmulngultannya dapat dipaksakan sama 

hal nya delngan pajak. 

 

2.5.2. Asas dan Prinsip Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Selbagai nelgara hulkulm, selgala keltelntulan dan kelbijakan yang dibelrlakulkan di 

Indonelsia haruls melmiliki dasar hulkulm. PNBP diatulr dalam Ulndang-ulndang Nomor 

9 Tahuln 2018 telntang Pelnelrimaan Nelgara Bulkan Pajak yang melncabult pelratulran 

pelrulndang-ulndangan selbellulmnya yaitul Ulndang-ulndang Nomor 20 Tahuln 1997 

telntang Pelnelrimaan Nelgara Bulkan Pajak. Ulndang-ulndang ini melngatulr keltelntulan 

melngelnai keltelntulan ulmulm, objelk, sulbjelk, tarif atas jelnis, kelwelnangan pelngellolaan, 

pelngellolaan, pelmelriksaan, kelbelratan PNBP, kelringanan PNBP, pelngelmbalian 

PNBP, PNBP badan layanan ulmulm, keltelntulan pidana, keltelntulan pelralihan dan 

keltelntulan pelnultulp telrkait PNBP. Pelngatulran melngelnai tarif PNBP dituljulkan ulntulk 

melmbelrikan pelrlindulngan hulkulm bagi masyarakat. 

 

Delnda tilang adalah salah satul sulmbelr PNBP yang diatulr dalam PP Nomor 39 

Tahuln 2016 telntang Jelnis dan Tarif Atas Pelnelrimaan nelgara Bulkan Pajak yang 

Belrlakul Pada Keljaksaan Relpulblik Indonelsia. Delnda tilang PNBP yang belrlakul di 

keljaksaan yang pelngelnaan delnndanya didasarkan olelh pultulsan pelngadilan dan 

diseltorkan kel kas nelgara. 

 

Sellain dasar hulkulm, PNBP julga melmbultulhkan asas selbagai tulmpulan ataul peldoman 

dalam pelngellolaan PNBP. Kelbelradaan asas sangatlah pelnting gulna melnjaga prose ls 

pelngellolaan kelulangan nelgara belrjalan delngan baik. Asas-asas yang dapat dijadikan 

peldoman dalam pelngellolaan PNBP antara lain: 

 

 

32 Saidi,Djafar Pelne lrimaan Nelgara Bulkan Pajak. (Jakarta: Jakarta Raja Grafindo, 2008). hlm 3. 
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a. Asas belrkala, yaitul angaran nelgara dianggarkan ulntulk jangka waktul telrtelntul 

b. Asas telrbulka. Asas telrbulka melnghelndaki pelmbahasan APBN olelh Pelmelrintah 

dan DPR dilaksanakan di sidang plelno yang telrbulka. 

c. Asas kellelngkapan. Asas ini melnelgaskan bahwa tidak bolelh ada pelngellularan 

dan pelnelrimaan nelgara yang tidak masulk kel dalam kas nelgara 

d. Asas belntulk formil. Asas belntulk formil melngamanatkan agar selgala belntulk 

kelgiatan pelmelrintah diatulr olelh ulndang-ulndang. 

 

Dalam hal pelmulngultan PNBP, pelmelrintah haruls melmpelrhatikan belban tarif yang 

dipikull masyarakat masih dibatas wajar dan tidak melmbelratkan selrta tidak 

melnyelbabkan kelrulgian ulsaha masyarakat. Pelnyulsulnan kelbijakan telrkait PNBP 

haruls melmpelrhatikan belbelrapa prinsip antara lain: 

a. Prinsip keladilan. Prnsip keladilan melngamanatkan dalam pelmulngultan PNBP 

tidak ada yang pelrbeldaan ataul delskriminasi. 

b. Prinsip kelpastian. Asas ini melnyatakan bahwa pelmulngultan PNBP haru ls 

melmiliki kelpastian hulkulm selhingga tidak ada nelgoisasi dalam pelmulngultan 

PNBP 

c. Prinsip daya pikull. Prinsip ini melngamanatkan pelmulngultan PNBP haruls 

diulkulr belrdasarkan keladaan masyarakat. 

d. Prinsip manfaat. Asas manfaat belrarti pelnelrimaan PNBP haruls dipelrgulnakan 

ulntulk kelmanfaatan bagi rakyat. 

 

Selcara garis belsar, telrdapat dula fulngsi PNBP, yaitul, selbagai pelnelrimaaan nelgara 

non-pajak dan pelngatulran. PNBP melmpelrolelh pelnelrimaan atas pellayanan jasa dan 

pelmanfaat sulmbelr daya alam, selrta pulngultan selpelrti iulran, reltribulsi, dan 

sulmbangan. Dalam fulngsi pelngatulran, PNBP belrfulngsi selbagai relgullasi. 

Contohnya pelnelntulan tarif PNBP. 

 

2.5.3. Subjek dan Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak 

PNBP adalah salah satul pelnelrimaan yang dipelrolelh olelh nelgara sellain dari selktor 

pelrpajakan. Pelmelrintah dapat melmpelrolelh PNBP delngan mellakulkan pelngellolaan 

telrhadap sulmbelr daya alam, kelkayaan nelgara, melmbelrikan pellayanan kelpada 
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pulblik, dan lain selbagainya. Maka dari itul, sulbjelk PNBP mellipulti orang selcara 

pribadi dan badan hulkulm yang melmpelrolelh manfaat, melnggulnakan, dan/ataul hal 

lain yang belrhulbulngan delngan PNBP. 

 

Objelk PNBP selndiri adalah selgala hal belrulpa aktivitas maulpuln belnda yang 

melmiliki sokongan ataul sulmbangsih telrhadap pelnelrimaan nelgara dilular pajak dan 

hibah. Telrkait objelk PNBP selbagaimana dijabarkan olelh Ulndang-ulndang Nomor 9 

Tahuln 2018 telrbagi melnjadi 6 kellompok antara lain: 

a. Pelmanfaatan sulmbelr daya alam 

b. Pellayanan 

c. Pelngelolaan Kelkayaan Nelgara yang Dipisahkan 

d. Pelngellolaan Barang Milik Nelgara 

e. Pelngellolaan Dana 

f. Hak Nelgara Lainnya 

 

 

Hak nelgara lainnya adalah hak yang dapat ditelrima olelh selmula 

kelmelntelrian/lelmbaga di lular yang diatulr dalam pelratulran pelmelrintah melngelnai 

jelnis dan tarif atas jelnis PNBP yang belrlakul pada kelmelntelrian/lelmbaga telrtelntul. 

 

2.6. Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu (tilang) 

 

2.6.1. Pelanggaran Lalu Lintas 

Lalul lintas dan angkultan jalan melrulpakan sulatul kelsatulan sistelm yang telrdiri dari 

belbelrapa ellelmeln yang saling belrkaitan yang telrdiri dari lalul lintas, angkultan jalan, 

jaringan lalul lintas, prasarana, kelndaraan, pelngelmuldi pelnggulna jalan telrmasulk 

peljalan kaki, selrta pelngellolalaannya. Kelsatulan sistelm yang dimaksuld diatas 

disulsuln ulntulk melnjaga keltelrtiban, kelsellamatan, dan elfisielnsi dalam belrlalul Lalang 

di jalan raya. 

 

Pelngatulran telrkait lalul lintas dan angkultan jalan di Indonelsia telrmulat dalam 

Ulndang-ulndang No. 22 Tahuln 2009 yang melmbelrikan pelngelrtian lalul lintas 

selbagai gelrak kelndaraan dan orang di rulang lalul lintas jalan. Rulang lalul lintas 

melrulpakan prasarana yang melnjadi fasilitas bagi pelrgelrakan kelndaraan, angkultan, 
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maulpuln orang. Fasilitas ataul pelndulkulng yang dimaksuld adalah belrulpa jalan, 

trotoar, rambul lalul lintas, zelbra cross dan fasilitas pelndulkulng lainnya. 

 

Pelnyellelnggaraan lalul lintas dan angkultan jalan melmiliki tuljulan melwuljuldkan 

pellayanan lalul lintas, melngultamakan kelsellamatan, dan melngintelgrasikan belrbagai 

belntulk angkultan gulna melndulkulng pelrelkonomian nelgara, melmajulkan kelseljahtelraan 

rakyat, melmpelrkulat pelrsatulan selrta melmbelrikan pellayanan telrbaik kelpada 

masyarakat. Sellain itul pelnyellelnggaraan lalul lintas dan angkultan jalan belrtuljulan 

melwuljuldkan pelnyellelnggaraan lalul lintas yang belreltika dan selsulai buldaya bangsa, 

selrta melmbelrikan pelnelgakan dan kelpastian hulkulm bagi rakyat. 

 

Pelngatulran telrkait lalul lintas dan angkultan jalan di Indonelsia telrmulat dalam 

Ulndang-ulndang No. 22 Tahuln 2009 yang melmbelrikan pelngelrtian lalul lintas 

selbagai gelrak kelndaraan dan orang di rulang lalul lintas jalan. Pellanggaran lalul lintas 

melngacul pada tindakan yang tidak selsulai delngan atulran hulkulm yang melngatulr 

telntang pelrgelrakan kelndaraan dan peljalan kaki di rulang lalul lintas. Pellanggar lalu l 

lintas akan dikelnakan sanksi selsulai pelratulran pelrulndang-ulndangan. 

 

2.6.2. Pengertian Tilang 

Bulkti pellanggaran lalul lintas jalan telrtelntul ataul yang biasa diselbult tilang adalah 

pelngelnaan delnda yang dikelnakan kelpada pellanggar lalul lintas olelh Polisi delngan 

pelmbelrian sulrat tilang yang kelmuldian disidangkan di pelngadilan dan hasil 

pelmbayaran delnda telrselbult masulk kel kas nelgara mellaluli keljaksaan dan melrulpakan 

pelnelrimaan nelgara bulkan pajak. 

 

Indonelsia tellah me lmbelrlakulkan dula jelnis tilang, yaitul tilang selcara manulal dan 

tilang selcara ellelktroknik. Pellaksanaan tilang selcara manulal ataul konvelnsional 

adalah pellaksanaan tilang delngan melnggulnakan sitelm kelrtas dan blanko. Keltika 

pellanggar lalul lintas di tilang olelh pihak kelpolisian, pihak kelpolisian akan 

melnindak pelngelndara delngan formullir tilang. 
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Tilang elle lktronik yang mullai dibelrlakulkan di Indonelsia adalah belntulk digitalisasi 

tilang yang melmanfaatkan kelmajulan telknologi. Pasal 272 Ulndang-ulndang LLAJ 

puln melndulkulng pelnyellelngaraan kelbijakan tilang selcara ellelktronik. Tilang 

ellelktronik belrjalan delngan bantulan kamelra CCTV yang diawasi olelh pihak 

Kelpolisian dan hasilnya dijadikan selbagai bulkti di pelngadilan dan pelmbayaran 

mellaluli bank selhingga melngulrangi angka telrjadi nya pulngultan liar yang kelrap 

telrjadi. 

 

Manfaat yang dipelrolelh pellanggar lalul lintas telrhadap pelnyellelnggaraan tilang 

ellelktronik adalah transparansi, pelmbelrdayaan, relsponsif dan keladilan. Kelbijakan 

tilang ellelktronik dapat dikatakan elfelktif, karelna selbellulmnya banyak pellanggar lalu l 

lintas yang tidak mellakulkan pelmbayaran delnda delngan alasan kelsibulkan, 

selmelntara itul delngan tilang ellelktronik pellanggar dapat melmilih ingin melnghadiri 

pelrsidangan ataul culkulp diwakili olelh pihak Kelpolisian. 

 

E l-TLEl melnjamin kelpastian hulkulm yang dibulktikan delngan bulkti nyata dan relal 

timel belrdasarkan hasil relkaman selbagai bulkti pellanggaran. E l-TLEl melrulpakan 

belntulk partisipasi polri dalam melnciptakan kota Bandar Lampulng selbagai smart 

city dan seljalan delngan relformasi birokrasi. E l-TLE l dapat melningkatkan pelndapatan 

asli daelrah dari selktor pajak ranmor, khulsulsnya dalam hal bela balik nama. E l-TLE l 

julga dapat melningkatkan buldaya telrtib lalul lintas yang melrulpakan deltelrrelncel elffelct 

dari adanya el-tilang. El-TLEl melrulpakan belntulk dulkulngan telrhadap program 

pelmelrintah, salah satulnya pelnelrapan kota telrtib lalul lintas). 

 

2.6.3. Dasar Hukum Tilang Elektonik 

Pellaksanaan tilang yang belrlakul di Indonelsia baik selcara manulal maulpuln 

ellelktronik diatulr olelh pasal: 

a. Pasal 249 ayat (3) hulrulf d Ulndang-ulndang No. 22 Tahuln 2009 telntang Lalul 

Lintas dan Angkultan Jalan 

“Kelgiatan pulsat kelndali Sistelm Informasi dan Komulnikasi Lalul Lintas dan 

Angkultan Jalan selkulrang-kulrangnya mellipulti: 
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a. Dulkulngan pelnelgakan hulkulm delngan alat ellelktronik dan selcara langsulng;” 

b. Pasal 272 ayat (1) dan (2) Ulndang-ulndang No. 22 Tahuln 2009 telntang Lalu l 

Lintas dan Angkultan Jalan 

“(1) Ulntulk melndulkulng kelgiatan pelnindakan pellanggaran di bidang Lalu l 

Lintas dan Angkultan Jalan, dapat digulnakan pelralatan ellelktronik. 

(2) Hasil pelnggulnaan pelralatan ellelktronik selbagaimana dimaksuld pada 

ayat (1) dapat digulnakan selbagai alat bulkti di pelngadilan.” 

c. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Ulndang-ulndang Nomor 11 Tahuln 2008 telntang 

Informasi dan Transaksi E llelktronik ataul UlUl ITEl. 

“(1) Informasi E llelktronik dan/ataul Dokulmeln E llelktronik dan/ataul hasil 

celtaknya melrulpakan alat bulkti hulkulm yang sah. 

(2) Informasi E llelktronik dan/ataul Dokulmeln E llelktronik dan/ataul hasil 

celtaknya selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) melrulpakan pelrlulasan 

dari alat bulkti yang sah selsulai delngan Hulkulm Acara yang belrlakul di 

Indonelsia”. 

d. Pasal 14 Ayat (3) PP No. 80 Tahuln 2012 telntang Tata Cara Pelmelriksaan 

Kelndaraan Belrmotor di Jalan dan Pelnindakan Pellanggaran Lalul Lintas dan 

Angkultan Jalan 

“ (3) Pelmelriksaan selcara insidelntal karelna telrtangkap tangan selbagaimana 

dimaksuld pada ayat (1) hulrulf b dilakulkan pada saat telrjadi 

pellanggaran yang telrlihat selcara kasat indelra ataul telrtangkap olelh alat 

pelnelgakan hulkulm selcara ellelktronik”. 

e. Pasal 23 PP No. 80 Tahuln 2012 telntang Tata Cara Pelmelriksaan Kelndaraan 

Belrmotor di Jalan dan Pelnindakan Pellanggaran Lalul Lintas dan Angkultan 

Jalan 

“Pelnindakan Pellanggaran Lalul Lintas dan Angkultan Jalan didasarkan atas 

hasil: a. telmulan dalam prosels Pelmelriksaan Kelndaraan Belrmotor di Jalan; b. 

laporan; dan/ataul c. relkaman pelralatan ellelktronik”. 

f. Pasal 28 Ayat (1), (2), dan (3) PP No. 80 Tahuln 2012 telntang Tata Cara 

Pelmelriksaan Kelndaraan Belrmotor di Jalan dan Pelnindakan Pellanggaran 

Lalul Lintas dan Angkultan Jalan 
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“Pelnindakan Pellanggaran delngan Bulkti Relkaman E llelktronik Pasal 28 

(1) Pelnindakan Pellanggaran Lalul Lintas dan Angkultan Jalan yang 

didasarkan atas hasil relkaman pelralatan ellelktronik selbagaimana dimaksuld 

dalam Pasal 23 hulrulf c, Peltulgas Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia ataul 

Pelnyidik Pelgawai Nelgelri Sipil di bidang Lalul Lintas dan Angkultan Jalan 

dapat melnelrbitkan Sulrat Tilang. 

(2) Sulrat Tilang selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) haruls dilampiri 

delngan bulkti relkaman alat pelnelgakan hulkulm ellelktronik. 

(3) Sulrat Tilang selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) disampaikan kelpada 

pellanggar selbagai pelmbelritahulan dan panggilan ulntulk hadir dalam sidang 

pelngadilan. 

g. Pasal 115 Ayat (3) dan Ayat (5) Pelratulran Kapolri Nomor 5 Tahuln 2012 

Telntang Relgistrasi dan Idelntifikasi Kelndaraan Belrmotor. 

“(3) Pelmblokiran STNK selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) dilakulkan 

ulntulk kelpelntingan: 

a. pelncelgahan pelngelsahan ataul pelrpanjangan Relgidelnt Ranmor; dan 

b. pelnelgakan hulkulm pellanggaran lalul lintas” 

“(5) Pelrmintaan Pelmblokiran STNK ulntulk kelpelntingan selbagaimana 

dimaksuld pada ayat (3) diajulkan olelh pelnelgak hulkulm telrhadap: 

a. Ranmor yang didulga telrlibat kelcellakaan lalul lintas dan mellarikan diri; 

ataul 

b. Ranmor yang belrdasarkan data ellelktronik tellah mellakulkan pellanggaran 

lalul lintas.” 

 

Selcara khulsuls, Polri melngellularkan instrulksi telrkait tilang ellelktronik dalam 

Sulrat Tellelgram Nomor: ST/2264/X/HUlM.3.4.5./2022. Namuln, Polri kelmbali 

melngadakan tilang manulal delngan melngellularkan Sulrat Tellelgram Nomor 

ST/380/IV/HK.6.2/2023. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jelnis pelnellitian yang dipelrgulnakan dalam pelnellitian ini adalah pelnellitian yulridis 

elmpiris. Pelnellitian yang dikaji delngan meltodel pelndelkatan yulridis elmpiris adalah 

keltelntulan hulkulm yang belrlakul dan apa yang melnjadi kelnyataannya di masyarakat 

ataul telrhadap keladaan selbelnar-belnarnya, yang belrtuljulan melnelmulkan fakta 

pelristiwa yang ditellaah gulna melnelntulkan masalah dan belrakhir pada pelnye llelsaian 

masalah. Pelnellitian yulridis elmpirs dianalisis belrdasarkan bulkti-bulkti yang 

dipelrolelh dari pelnellitan. 

 

3.2. Sumber Data 

 

3.2.1. Data Primer 

Data Primelr adalah data yang dipelrolelh selcara langsulng dari lapangan yang 

didapatkan olelh pelnelliti dari pihak-pihak yang belrsangkultan delngan pelnellitian. 

Data primelr adalah pelnellitian yang melnellaah dan melngkaji telrkait pelrilakul hulku lm 

selselorang ataul masyarakat yang belrkaitan delngan hulkulm delngan cara wawancara 

telrhadap pihak-pihak yang belrkaitan delngan pelnellitan. Dalam pelnellitian yang 

belrjuldull “E lfelktivitas Tilang E llelktronik dan Kontribulsinya Telrhadap Pelnelrimaan 

Nelgara Bulkan Pajak” ini pihak yang melnjadi narasulmbelr adalah: 

a. Bagian SatLantas Kelpolisian Relsor Kota Bandar Lampulng, Bripka Arie lf 

Mullyana. 

b. Jaksa Pelnultult Ulmulm Keljaksaan Nelgelri Bandar Lampulng, Rifani, S.H. 

c. Pellanggar Lalul Lintas. 

d. Masyarakat ulmulm. 
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3.2.2. Data Sekunder 

Data selkulndelr adalah data yang didapat selcara tidak langsulng., yang artinya tidak 

dipelrolelh dari lapangan., mellainkan dari stuldi kelpulstakaan yang isi pokok ataul 

sulbstansinya belrkaitan delngan hulkulm. 

 

Data selkulndelr yang tellah dipelrolelh, ditellaah, dan dikulmpullkan olelh pelnelliti dalam 

pelnellitian ini telrdiri dari 3 bahan, yaitul 

a. Bahan Hulkulm Primelr 

Bahan Hulkulm Primelr yang digulnakan dan belrhulbulngan delngan masalah yang 

ditelliti, antara lain: 

1) Ulndang-ulndang Nomor 22 Tahuln 2002 telntang Kelpolisian Relpulblik 

Indonelsia 

2) Ulndang-ulndang Nomor 11 Tahuln 2008 telntang Informasi dan Transaksi 

Ellelktronik. 

3) Ulndang-ulndang Nomor 22 Tahuln 2009 telntang Lalul Lintas dan Angkultan 

Jalan. 

4) Ulndang-ulndang Nomor 23 Tahuln 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah. 

5) Ulndang-ulndang Nomor 9 Tahuln 2018 telntang Pelnelrimaan Nelgara Bulkan 

Pajak. 

6) Ulndang-ulndang Nomor 11 Tahuln 2021 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang- 

ulndang Nomor 16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan Relpulblik Indonelsia. 

7) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 2 Tahuln 2003 telntang Pelratulran Disiplin 

Anggota Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia 

8) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 39 Tahuln 2016 telntang Jelnis dan Tarif Atas 

Jelnis Pelnelrimaan Nelgara Bulkan Pajak Yang Belrlakul pada Keljaksaan 

Relpulblik Indonelsia. 

9) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 80 Tahuln 2012 telntang Tata Cara 

Pelmelriksaan Kelndaraan Belrmotor di Jalan dan Pelnindakan Pellanggaran 

Lalul Lintas dan Angkultan Jalan. 

10) Pelratulran Kapolri Nomor 5 Tahuln 2012 telntang Relgistrasi dan Idelntifikasi 

Kelndaraan Belrmotor. 
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11) Pelratulran Kelpala Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia No. 23 Tahuln 

2010 telntang Sulsulnan Organisasi dan Tata Kelrja pada tingkat Kelpolisan 

Relsor Dan Kelpolisan Selktor 

12) Kelpultulsan Kelpala KorpsLalul Lintas Polri Nomor: KE lP/12/2016 telntang 

Standar Opelrasional dan Proseldulr Pelnindakan Pellanggaran Lalul Lintas dan 

Angkultan Jalan delngan sistelm tilang manulal dan ellelktronik 

b. Bahan Hulkulm Selkulndelr 

Bahan hulkulm selkulndelr adalah litelratulr yang melnjadi relfelrelnsi ataul pulstaka 

aculan yang melmbelrikan pelmaparan matelri yang belrkaitan delngan pelnellitian. 

Bahan hulkulm selkulndelr yang pelnelliti gulnakan dalam pelnellitian ini adalah: 

1) Bulkul-bulkul yang dipelrlulkan delngan juldull dan pelrmasalahan yang belrkaitan 

delngan pelnellitian ini. 

2) Julrnal hulkulm ataul litelratulr yang belrhulbulngan delngan pelnellitian ini. 

3) Hasil pelnellitian ataul karya tullis ilmiah olelh pelnelliti lain delngan 

pelrmasalahan yang belrkaitan delngan pelnellitian ini. 

c. Bahan Hulkulm Telrsielr 

Bahan hulkulm telrsielr adalah bahan hulkulm yang melmbelrikan pelmaparan dan 

pelnjellasan selbagai faktor pelndulkulng bahan selkulndelr dan primelr, selpelrti 

Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia (KBBI). 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data 

Proseldulr pelngulmpullan data yang digulnakan dalam pelnellitian ini dilakulkan delngan 

belbelrapa cara, antara lain: 

a. Stuldi Kelpulstakaan 

Stuldi kelpulstakaan/stuldi dokulmeln adalah proseldulr pelngulmpullan data delngan 

cara melmbaca, melngkaji, melngidelntifikasi, melnganalisis, dan melngultik dari 

belrbagai bacaan ataul litelratulr yang melnjadi relfelnsi , sellain itul melngkaji dan 

melmbeldah pelratulran pelrulndang-ulndangan yang melmiliki keltelrkaitan delngan 

pelrmasalahan pelnellitian ini. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah proseldulr pelngulmpullan data yang digulnakan ulntulk 

melmpelrolelh informasi langsulng dari pihak yang melnjadi narasulmbelr. 

Proseldulr pelngulmpullan data mellaluli wawancara dilakulkan delngan cara tanya 

jawab antar pelnelliti dan narasulmbelr selhingga data yang dipelrolelh dapat 

dipelrolelh delngan baik. 

c. Dokulmelntasi 

Proseldulr pelngulmpullan data belrulpa dokulmeln adalah stuldi yang dilakulkan pada 

data yang belrsifat bulkti nyata. 

 

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data 

Proseldulr pelngolahan data dalam pelnellitian ini antara lain: 

a. Pelngulmpullan Data 

Melngulmpullkan data yang rellelvan delngan pelrmasalahan yang ditelliti. 

b. Pelmelriksaan Data 

Pelmelriksaan data adalah proseldulr sellanjultnya yang digulnakan ulntulk 

melnelntulkan data-data yang rellelvan delngan pelrmasalahan yang ditelliti. 

c. Pelnyulsulnan Data 

Pelnyulsulnan data adalah proseldulr melnelmpatkan data selcara sistelmatik selsulai 

delngan pokok bahasan. 

 

3.4. Analisis Data 

Analisis data yang digulnakan pada pelnellitian ini adalah meltodel analisis delskriptif 

kulalitatif yang dipelrolelh dari analisa data selkulndelr dan primelr, artinya pelnellitian 

ini belrulsaha melndelskripsikan, melndata, melnganalisis, dan melnjabarkan hal yang 

ditelliti mellaluli prosels wawancara dan dokulmelntasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

a. Seliring kelmajulan telknologi, pellaksanaan tilang dapat dilakulkan selcara 

ellelktronik belrdasarkan ulndang-ulndang. Polrelsta kota Bandar Lampulng tellah 

mellaksanakan tilang ellelktronik seljak Marelt 2021. Pellaksanaan tilang selcara 

ellelktronik belkelrja delngan pelnggulnaan kamelra selbagai pelngawasnya. Pihak 

lain yang belrwelnang dalam pelnelgakan hulkulm lalul lintas adalah keljaksaan. 

Keljaksaan belrwelnang selbagai elkselkultor telrhadap sanksi delnda tilang. 

Pelmbayaran delnda selbagai sanksi tilang melrulpakan pelnelrimaan bulkan pajak 

bagi nelgara. 

b. E l-tilang melrulpakan salah satul dampak positif pelrkelmbangan telknologi yang 

melngulbah pelnggulnaan blanko dalam prosels tilang belrelvolulsi melnjadi digital 

delngan sistelm yang dimiliki olelh pelnelgak hulkulm. Hingga saat ini kamelra E l- 

TLEl di kota Bandar Lampulng tellah telrdapat di lima lokasi delngan jelnis 

pellanggaran belrulpa pellanggaran rambul dan marka jalan, melnelrobs lampu l 

melrah, tidak melnggulnakan sabulk kelsellamatan, tidak melnggulnakan hellm dan 

melnggulnakan ponsell. 

c. Selcara ulmulm, tidak ada pelrmasalahan telrhadap sistelm pelmbayaran delnda 

delngan sistelm E l-TLEl, namuln pelrmasalahan telrselbult ada pada prose ls 

pelnilangan itul selndiri yang melnjadi hambatan elfelktivitas pellaksanaan El-TLE l 

dan melmpelngarulhi PNBP. El-TLE l dapat melnelkan angka pulngli olelh oknu lm 

kelpolisian yang melrulsak citra polri yang melrulgikan pelnelrimaan nelgara, namu ln 

karelna belbelrapa hambatan maka pellaksanaan E l-TLE l di Kota Bandar Lampulng 

kulrang elfelktif. 
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d. Faktor-faktor yang melnjadi hambatan bagi pellaksanaan tilang ellelktronik di 

kota Bandar Lampulng telrdiri dari: 

a) faktor pelnelgak hulkulm 

b) faktor sarana dan prasarana 

c) faktor masyarakat dan kelbuldayaan 

e. Kelhadiran E l-TLE l di kota Bandar Lampulng melmbelrikan dampak yang 

signifikan bagi kelsadaran hulkulm dan melningkatkan buldaya disiplin bagi 

pelnggulna jalan. El-TLE l dapat melmelngarulhi tingkat keldisiplinan masyarakat 

selcara pelrlahan karelna melnyadari bahwasanya pelratulran ini telrlaksana selcara 

nyata. Pandangan masyarakat telrhadap pellaksanaan tilang ellelktronik di kota 

Bandar Lampulng melnjadi aculan telrhadap pelngarulh tilang ellelktronik telrhadap 

tingkat keldisiplinan masyarakat. 

g. Pelngarulh tilang ellelktronik telrhadap tingkat keldisiplinan masyarakat adalah sulatu l 

hal yang rellatif. Bagi masyarakat yang melmiliki kelsadaran hulkulm yang tinggi, 

maka akan teltap melntaati pelratulran dalam belrlalul lintas, namuln bagi 

masyarakat delngan kelsadaran hulkulm yang relndah, delngan adanya E l-TLEl - 

dapat melningkatkan keldisiplinan belrlalul lintas dan kelsadaran akan hulku lm 

melskipuln tidak diawasi selcara langsulng olelh peltulgas kelpolisian. 

 

5.2 Saran 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan yang tellah dijellaskan, maka pelnelliti 

melmbelrikan masulkan ataul saran telrkait juldull skripsi “E lfelktifitas Tilang E llelktronik 

dan Kontribulsi nya Telrhadap Pelnelrimaan Nelgara Bulkan Pajak di Kota Bandar 

Lampulng” selbagai belrikult: 

a. Selbaiknya pihak keljaksaan dan kelpolisian melmpelrlulas lingkulp sasaran dan 

melmpelrbanyak kulantitas sosialisasi kelpada masyarakat telrkait pelrkelmbangan 

hulkulm telntang E l-TLEl di Kota Bandar Lampulng baik selcara langsulng maulpuln 

mellaluli sosial meldia. 

b. Selbaiknya pihak kelpolisian melmpelrbanyak lokasi kamelra CCTV E l-TLEl gulna 

melningkatkan keldisiplinan masyarakat dalam belrlalul lintas. 
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c. Selbaiknya pihak kelpolisian melningkatkan kulalitas kamelra CCTV El-TLE l gulna 

melncelgahnya keltidakselsulaian kelndaraan yang mellanggar lalul lintas delngan 

data yang ditampilkan di sistelm E l-TLEl. 
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